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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kinerja pelaksanaan sistem zonasi PPDB belum akuntabel. Sistem zonasi 

PPDB memiliki tujuan untuk memberikan pemerataan pendidikan yang bermutu 

bagi masyarakat pada suatu wilayah sehingga anak-anak tidak perlu mencari 

sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya. Hasil analisis dengan model performance 

based accountability menunjukkan bahwa beberapa tujuan sistem zonasi PPDB 

belum bisa terwujud. Akuntabilitas yang rendah dapat dibuktikan dari hasil analisis 

dengan menggunakan variable kejelasan outcome, kejelasan output, mekanisme 

pengukuran kinerja, keterkaitan output dan outcome, kejelasan standar kinerja, 

mekanisme perbaikan kinerja, kejelasan tanggung jawab, keterhubungan input 

dengan output sebagai berikut: 

1. Kejelasan outcome: pelaksanaan sistem zonasi PPDB belum memiliki 

kejelasan tujuan secara terfokus dan konsisten. Hal ini dikarenakan 

kebijakan sistem zonasi PPDB justru hanya menambah masalah baru yang 

sebelumnya tidak terjadi pada pelaksanaan PPDB. 

2. Kejelasan output: dalam pelaksanaan sistem zonasi PPDB, keberhasilan 

output diukur dengan empat indikator. Dari keempat indikator, seluruhnya 

belum terlaksana dengan baik. Meskipuan calon siswa bisa dengan mudah 

mengakses situs web PPDB namun tetap terjadi kendala dalam proses input 



70 
 

 
 

data, sistem zonasi PPDB juga belum dapat mencakup seluruh kelompok 

sasaran karena keterbatasan kuota sekolah. Pelaksanaan sistem zonasi 

PPDB juga menimbulkan penyimpangan baru sehingga terdapat ketidak 

sesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. 

3. Terdapat mekanisme kinerja yang efektif: sekolah memiliki mekanisme 

pengukuran kinerja yang dilakukan berdasarkan kriteria pengukuran 

kinerja. Meskipun pelaksanaan sistem zonasi belum berjalan secara efektif, 

namun SMAN 9 Bogor sudah menggunakan sumber daya secara baik dalam 

pencapaian tujuan. Sehingga pelaksanaan zonasi dapat berjalan secara 

efisiendan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

4. Keterkaitan output dan outcome: output yang dihasilkan dari sistem zonasi 

PPDB bertolak belakang dengan outcome yang diharapkan. Sistem 

pendukung pelaksanaan sistem zonasi dalam hal ini administrasi 

kependudukan dan infrastruktur sekolah masih belum memadai sehingga 

output yang dihasilkan tidak mengarah pada outcome. 

5. Kejelasan standar kinerja: kinerja program sistem zonasi PPDB belum 

sepenuhnya mencapai target karena masih terdapat kendala pada 

pemerataan sebaran tenaga pendidik . 

6. Terdapat mekanisme perbaikan kinerja: sekolah telah memiliki perencanaan 

pelaksanaan sistem zonasi untuk meningkatkan kinerja saat program 

berjalan. Meskipun masih terjadi kendala, pelaksanaan sistem zonasi PPDB 

semakin kondusif setiap tahunnya. 
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7. Kejelasan tanggung jawab kinerja: sekolah maupun dinas sudah memiliki 

kejelasan tanggung jawab kinerja karena setiap individu mendapatkan tugas 

sesuai dengan keahliannya. 

8. Menghubungkan input dengan output: input atau sumber daya dalam 

pelaksanaan sistem zonasi PPDB belum memadai. Masih terdapat beberapa 

kendala dalam pemenuhan sumber daya sehingga output zonasi sekolah 

belum bisa tercapai. 

 

6.2 Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam mengatasi masalah yang terjadi 

dalam sistem zonasi PPDB yaitu: 

1. Pemerintah perlu memiliki konsistensi tujuan yang lebih terfokus pada 

masalah yang membutuhkan solusi, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak 

saling bertentangan 

2. Diperlukan dukungan sumber daya yang memadai baik sumber daya 

manusia maupun sumber daya non-manusia akan sangat mendukung 

keberhasilan suatu kebijakan 

3. Pemerintah harus menjamin validitas administrasi data kependudukan 

untuk mencegah terjadinya praktik manipulasi data kependudukan. 
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